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WALI KOTA BANJARBARU 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU   
NOMOR   41   TAHUN 2024 

 

TENTANG  

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BANJARBARU,  

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 
Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 
tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Partai Poliitik maka 
perlu mentepakan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 
Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik  (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2 
Tambahan Lembaran Negara Nomor    4801)    
sebagaimana    telah    diubah   dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5189); 

 3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang – udangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundangundangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

 

 

 

 

 

 

4. Undang-Undang... 
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 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6832); 

 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintan 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Inedonesia Nomor 6177); 

 

 

 

 

 

 

9. Peraturan Pemerintah... 
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 9. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Pengguanaan Bantuan Keungan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630) Sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran 
dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguanaan Bantuan 
Keungan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1777); 

 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daeah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daeah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah 
Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132); 

 

15. Peraturan Daerah... 
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 15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 
126); 

 16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran 
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 3); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN 
PELAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG BANTUAN KEUANGAN 
PARTAI POLITIK. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru. 

4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang 
selanjutnya disingkat Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kota Banjarbaru. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh 

sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan 
kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan 
politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi 
Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. 

8. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan, manatausahakan, mempertanggungjawabkan 
uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 
pada SKPD. 

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

10. Kuasa Pengguna Anggran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan Sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

11. Pejabat Pembuat Komitemen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil Keputusan 
dan/atau Tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban 
belanja negara. 

12. Pejabat... 
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12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang Selanjutnya disingkat PPTK adalah 

pejabta pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 
Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. 

13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-
LS, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh 
PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima 
Hak atas dasar kontrak kerja, surat Keputusan, surat tugas atau surat 
perintah lainnya. 

14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS 
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah 
pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. 

15. Surat Perintah Pencarian Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.  

16. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru yang diberikan 
secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang perhitungannya 
berdasarkan perolehan suara. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam 
tata cara perhitungan bantuan  dan tata cara penganggran dalam pemberian 
keuangan kepada partai politik. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah: 

a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bantuan 
Keuangan; dan 

b. mewujudkan tertib administrasi dalam perhitungan dan penganggaran 
Bantuan Keuangan partai politik secara formil dan materil sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 

 

BAB III 

PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

Pasal 4 

(1) Wali Kota memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah 
yang mendapat kursi di DPRD. 

(2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya 

berdasarkan jumlah perolehan suara. 

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap 
tahun.  

(4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari 
APBD. 

Pasal 5... 
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Pasal 5 

(1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 
penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil 
pemilu DPRD. 

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang 
ditetapkan oleh KPU Daerah. 

(3) Ketentuan mengenai pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

Pasal 6 

Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kota 
Banjarbaru yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Banjarbaru sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu 
rupiah) per suara sah. 

 

Pasal 7 

(1) Dalam hal kemampuan keuangan Daerah berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, besaran Bantuan Keuangan Partai 
Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan perubahan 
besaran. 

(2) Penetapan perubahan besaran Bantuan Keuangan Partai Politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali 
Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-perundang. 

 

BAB III 
TATA CARA PENGANGGARAN HIBAH 

Pasal 8 

Bantuan Keuangan Partai Politik dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja 

bantuan keuangan dengan objek belanja Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik.  

 

Pasal 9 

(1) Penyaluran bantuan keuangan partai politik dilaksanakan dengan 
mekanisme hibah daerah kepada partai politik. 

(2) Penyaluran hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan mekanisme sebagai 
berikut:  

a. PA/KPA memerintahkan Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS 
melalui PPTK setelah menerima surat permohonan hibah berupa 
Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 9 ayat (1);  

b. PPK meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan 
lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS untuk diajukan kepada 
Pengguna Anggaran untuk ditandatangani;  

 

 

c. SPM-LS... 
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c. SPM-LS disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah pada 
BKD untuk diterbitkan SP2D;  

d. Kuasa Bendahara Umum Daerah mengirim SP2D beserta daftar 
penguji kepada Bank pemilik rekening; dan  

e. Bank Pemilik rekening memindahbukukan dari Rekening Kas Umum 
Daerah ke masingmasing penerima hibah berupa Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 

 

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal   6 Desember 2024 

WALI KOTA BANJARBARU, 

 ttd 

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN 

 

Diundangkan di Banjarbaru 
Pada tanggal  6 Desember 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

 ttd 

MUHAMMAD FARHANIE 

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


